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LAWREYIEW

Krta Pengantrr

Globalisasi dibidang ekonomi yang sedang berjalan sekarang ini
memaksa setiap negara melakukan harmonisasi peraturan perundang-

undangannya baik dibidang perdagangan, ekonomi maupun dibidang
teknologi dengan peraturan-perahtran World Trade Organization (WTO),
khususnya bagi Negara-negara yang telah menjadi anggota WTO. Ternyata
harmonisasi peraturan perundang-undangan Negara anggota WTO dengan
peraturan-peratumo WTO tidak hanya terjadi dibidang perdagangan, tetapi
juga dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Globalisasi HKI diawali
dengan terbentuknya konvensi untuk standarisasi, pembahasan masalah
baru, tukar menukar informasi, perlindungan dan prosedur mendapatkan
hak, yaitu: Paris Convention (18E3) utnk masslah paten, merek dagang
dan desain dan Berne Convention (1885) untuk masalah copyright aau hak
cipta. Konvensi ini memutuskan msmbetrtuk Unitcd Intemational Bureau for
the Protection of lntellectual Property yang kemddian dikcnal dengan nama
World Intellectual Property Organization (WIPO). Setelah itu WIPO menjadi
badan adminishatif tfiusus PBB, dan WIPO menetapkan 26 April sebagai

Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia di tahun 2001. Lahir persetujuan

umum tentang tarif dau perdagangan (GAf$ di Maroko pada tanggal 15

April 1994. Sejak abad ke 20 upaya unhrk melah.rkan harmonisasi hukum
pateD misalnya sudah dilahrkan dan diintensiftan melalui the Ageement of
Tlade Related Aspects of Intellecual Property itirrrr ftRIPs). Dan Indoncsia
sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut deogan meogundangkan UU
No 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO). Jadi, semua undang-undang HKI di Indonesia, berupa Paten,

Hak Ciptq Merek Dagang, dsb merujuk ke WIPO dan WTO.

Pada Volume X No. 3 Maret 20 I I ini Redaksi law Review mengangkat

tema utama tentang "Globalisasi HKI dan Perlindungan Hukum HKI di
Indonesia". Globalisasi (baca: hannonisasi) hukum HKI telah digulirksn
sejak tahun 1994 lebih intensif, walaupun ada pettedaan pendapat t€otang
harmonisasi tersebut, karena harmonisasi terscbut mernpunyai dampak

negatif dan positif. Dengan adanya perahuan HKI di tingkat WTO dan

MPO, hal itu menjadi dasar bagi Negara Indonesia dalam pembentukan

undang-undang HKI di Indonesia dan sekaligus mengatur perlindungan

hukum HKI di Indonesia. Sebagai tulisan utama pertama pada edisi ini tentang

Kajian Hamronisasi Substansi Hukum Paten di Tingkat Global Berdasarkan

Perspektif Kepentingan Indonesia yang ditulis oleh Tomi Suryo Utomo, SH.,

LL.M, PhD dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tomi Suryo Utomo, SH., LL.M., PhD mengatakan bahwa upaya harmonisasi
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SIFAT DAN MANFAAT PERJANJIAN LISENSI MEREK

TERKENAL

Agung Sujatmiko
FII Umlr, Sur.bryr

agunasujatrniko@yahoo.com

Abstacl
There are two kinds of licenses: exclusive and non exclusive licenses. The

welllonwn mark is typically a non exclusive licewe. The licensor retairc
some benefit, that is, myalties, and the mark will be much wellbtown- On
the other hand, the licensee also benefits by reaching consumers easily. In
the license contract has lo be clearly determined what are the rights and the

obligations of licensor and licensee as well. Hence, in thb onicle will be

elaborated lhe nature and the funclion of wellkfiown mark license contract
either to licensor or to licensee.

Keywords : license conbacl, wellknown mark,

A. Pendahuluen

Sebagai salah satu hak kebendaan yang tidak berwujud (ilangiDle,), hak

merek merupakan bagian dari harta kekayaan (property) yang bisa dialihkan

oleh pemiliknya dengan berbagai cara; antara lain dengan pewarisan, hibah,

wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Disamping ihr, hak merek yang bersifat khusus (arclzsive), bisa pergunakan

oleh bukan pemiliknya, melalui ijin (rcezse) yang harus dibuat secara tertulis

antara pemilik merek selaku pemberi lisensi (icensor) dengan penerima

lisensi (licensee). Perjanjian lisensi merek merupakan sarana perlinduncan

hukum terhadap kepemilikan hak merek (terkenal) dari tindakan yang

mengarah pada pelanggaran dan kejahatan merek. Melalui perjurjian lisensi,

suatu merek terkenal dapat dipergunakan oleh pihak lain secara aman dan

legal. Hal ini disebabkan karena merek terkenal rawan terhadap pelanggaran

dan kejahatan, dalam bentuk penggunaan merek yang sama pada pokoknya
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atmiko: Sifat Dan Manfaat iall Lisensi Merek Terkenal

atau keseluruhannya. Beranjak dari pemikiran di atas, maka artikel ini akan

membahas tentang sifat dan manfaat perjanjian lisensi merek terkenal'

B. PerJanjlan Llsensl Mer€k Terkenel

1. Krlterla Mertk Terkenel

Secara garis besar, berdasarkan reputasinya, merek dibagi menjadi

tiga yakni merek biasa (normal marles), merek terkenal (well-known) dalr

merek termashur (famous).t Merek biasa merupakan merupakan merek

yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi' Merek ini dianggap hrang

memberi pancsran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun

teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya

rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki drowing power yeag

mampu memberi sentuhan keakaban dan kekuatan mitos (nythical power)

yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membenhrk

lapisan pasar dan pemakai.2 Sementara merek terkenal merupakan merek

yang mempunyai reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang

memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek

ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban $amiliar) dan ikatan mitos

(mythical context\ kepadr segala lapisan konsumen Selanjutnya merek

termahsyur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyumya di seluruh dunia,

sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokat

dunia.s Menurut Yahya Harahap, untuk membedakan antara melek yang

terkenal darr termahsyur sangat sulit. karena kesulitan penafsiran sehingga

mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran diantara keduanya'

Apabila merek termahsyur dida-sarkan pada ukuran sangat terkenal dan

sangat tinggi reputasinya. maka pada dasarnya ukuran tersebut juga dimiliki

merek terkenal. Oleh karena itu' bagi yang mencoha membuat difinisi merek

termahsyur, akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan

Prasctyo Hadi Purwandoko, "Problematika Pcrlindungan Merck di Indonesia",

(Makalsh) Trnps T8hutl hal. 5

rb l.
Ibd.
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definisi merek terkenal.'

Sementara itu menurut Bambang Kesowo, sampai saat ini

sebanamya tidak ada definisi merek terkenal yang deFat diterima secara

luas. Upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membenhrk

p€ngertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Oleh

karena itu, jika ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang

dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-

mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Oleh

karens itu, selama perundingan Putaran Uruguay di lidang Trade Related

Aspects of Intellectual Property Righls (TRIPs) berlangsung sampai berakhir

dan dit ndatanganinya Persetujuan pembenhrkan World Tlade Oryanbation

(WTo); tidak satu negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi

merek terkenal tersebut.t Mengingat hak merek bersifat khusus, maka hak

itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jika ada orang lain yang

beritikad tidak baik melaksanakan hak tersebut tanpa sdizin pernegang hak

atas mereh maka telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersifat khusus tadi.

Dalam hal seperti inilah terleak urgensi perlindungan hukum hak atas metek.

Pada umumnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada peniruan merek

menimpa merek-merek terkenal yang selama ini sudah dikenal dengan reputasi

baik oleh konsumen. Kriteria merek terkenal ihr sendiri telah mengalami

perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Menurut Keputusan

Menteri Kehakiman RI No. M-02-HC.0l.0l Tahun 1987 Tentang Penolakan

Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek

Terkenal Milik Orang Lain, Merek Terkenal adalah Merek Dagang yang telah

lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan

hukum unhrk jenis barang tertentu. Sedangkan perlindungan yang diberikan

kepada merek terkenat dibatasi untuk barang sejenis saja. Keputusan Menteii

Kehakiman tersebut kemudian ditinjau kembali pada Tahun l99l dengan

4 IDid, dikutip dari YahyaHarahq, Tlajauan Merek Secara Umum daa Huhm Merck di
Indonesia Berdasmletn W Nomot 19 Tahu, 1992, ( Bandug: Cita Aditya Bakti,
1996),ha1.96

5 Ibid., dikutip dari Bambang Kesowo, "Perlindungan Merck Terkensl di Indorcsir",
(Maksl8h ) 1988, hal. l-2

I
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Suj atmiko: Sifat Dan Manfaat Perjanjian Lisensi Merek Tcrkenal

Keputusan Menteri Kehakiman R'I. No' M'03-HC'02'01 Tahun 1991

Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek

yang Mirip Merek Terkenal Orang Lain atau Milik Badan lain' Perlindungan

merek terkenal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut

diperluas dengan menambalrkan rumusan dalam definisi merek terkenal

menjadi ..."dikenal dan dipakai".'.., baik di wilayah Indonesia maupun di luar

negeri. Kemudian mengenai kiteria persamaannya dengan merek terkenal

ditambahkan 'temiripan pada pokoknya" dan yang lebih memperluas lagi

adalah bahwa perlinduogan ini berlaku pula untuk barang ysng tidak sejenis'

Kriteria merek terkenal tersebut kemudiao dipakai dalam Penjelasan Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutrya disebut UIM) tentang Merek

dengan beberapa penambahan yakni, dilahrkan dengan memperhatikan

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha

yang bersangkutan. Disarnping juga karena reputasi merek, karena promosi

yang Bencar, investasi di beberapa negara dan didaftalkan di beberapa

negara. Juga berdasarkan survei oleh lembaga independent atas perintah

hakim. Kriteria tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 bis

Konvensi Paris yang kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat 2 Mn3 Tlade

Related Aspects of Intellectual Property Right (selanjutrya disingkat

TRIPs). TRIPs tersebut merupakan salah satu bagian perjanjian (arlner) yang

dihasilkan dalam perjanjian tentang Organisasi Perdagangan D,nia (World

Trade Organizatiord VTO).

Dengan iklan yang gencar' nilai ekonomi merek menjadi semakin

mahal di mata konsumennya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Robert P'

Metges6, When the advenising are efective, consumers strongly atsociale

the trademarks with the producer b product. The trademarks comes to

embody alt of the firmb informational investments. Merujuk pada

Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-

Known Marks pada Tanggal 29 September 1999, WIPO menegaskan tentang

kiteria Merek Terkenal sebagai berikut :

6 Robctu P, Merge s, et. a,ll, hletlectual Ptoperty in lhe New fechnological Age' (New

York: Aspen Publishen,2006), hal. 533

Law Review Volume X No. 3 - Maret 20 I I

Menurut GunawanE faktor-faktor tersebut di atas, merupakan

pedoman bagi pihak yang berwenang untuk menentukan keterkenalan suatu

merek, dan bukanlah prasyarat untuk penentuan keterkenalan. Setiap kasus

hendaknya dinilai sesuai dengan keadaan yang relevan dengan kasus tersebut.

Untuk kasus teftntu 6r'"gkin 595ua faktor itu relevan, dalam kasus lainnya

mungkin hanya beberapa faktor saja yang relevan. Bahkan mungkin juga

dalam kasus lainnya, faktor-falror tersebut tidak releva& dan keputusan

mungkin didasarkan pada faktor tambahan lain yang tidak terdapat dalam

daftar tersebut di atas. Kata kuncinya adalah apabila ada kesan keterkaitan yang

erat antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya

dan jika pemakaian atau pendaftarannya oleh orang lain untuk barang yang

sejenis atau yang tidak sejenis sekalipun, akan merugikan kepentingan si

pemilik merek terkenal (faktor conTtrsion of business connection).

Agar suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan

jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, merupakan suatu hal

yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang

tidak sedikit. Misalnya Coca Cola, merek minuman ringan dari Amerika

7 Dikutip dari Gunawal Suryomucito, "Perlindungan Mcrek Terkcrsl me[urut UU No
15 Trhun 20ol Tentang Mcrcf', ( Makrlah pada Pelatihar HKI ) Fah tas Hukum
Unair, Surabaya, 26-28 Juni 2m8, hal. 6

I lbid.

l. derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek
termaksud di bidang usaha yang bersangkutan;

2. lamanya, dan luasnya wilayah penyebaran pemakaian merek termaksud;

3. lamanya dan luasnya wilayah penyebaran promosi atas merek termaksud,

termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan raya atau
pameran, atas barang atau jase untuk mana merek tersebut digunakan;

4. lamanya, dan banyaknya wilayah pendaftaran, dan/atau permohonan

pendaftaran merek termaksu4 yang menunjukkan penggunaan atau

pengenalan atas merek termaksud;
5. catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut,

pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh
pihak yang berwenang;

6. nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut.T

l

t.
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Agung Sujatm iko: Sifat Dan

Serikat memerlukan waktu 100 tahun, sedangkan TOYOTA dan Mc.Donald

masing-masing memerlukan waktu 30 tahun dan 40 tahun untuk menjadi

mirek terkenal. Jika suatu merek telah menjadi terkenal (well-known), ekan

menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya

(goodwill). Namun keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang

menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Hal itu

semata-mata karena didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang

besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.e

9 Prasetyo Hadi Purwandoko, Op. Cit., hal. 5

l0 RahmiJened, Inpilkai TNPs ( Ageeneat onhde Reloled Aspeclr of Inlelleclual
Prupetty Righrs)ba9i Perlindungan Merek di lndonesi4 ( Surabaya: Yuridika, Fakultas

Hukum Un8ir, 1997), hal. 59

Law Review Volume X No. 3 - Mdrct 20 I I

360

2. Sifrt PerJanjlen Llrensi Merek

Ada dua jenis perjanjian lisensi yakni perjanjian lisensi yang bersifat

elaklusif dan tidak eksklusif (non exclusive). Perjanjian lisensi yang diatur

dalam UUM bersifat non exclusive,hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal ,14

yang menyatakan, "Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi

kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( I ) tetap dapat

menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya

untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain".

Maksud zoz exclusive dtlan pengertian pasal tersebut, adalah bahwa

perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh pemilik merek, tidak membatasinya

untuk tetap menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi lagi

kepada pihak ketiga lainnya. Dengan pernyataan Pasal 44 tersebut, berarti

pembentuk undang-undang menghendaki perjanjian lisensi dilaksanakan

secara non exclusive, namun apabila para pihak ingin membuat perjanjian

lisensi secara erclusive, hal itu tidak dilarang, karena pada dasamya pe{anjian

lisensi sifatnya terbuka dan dibuat atas dasar kebebasan berkontrak. Hal itu

sebagaimana dikatakan oleh Rahmi Jened'o bahwa pada dasamya pembenhrk

undang-undang mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusit

dengan demikian jika diinginkan pihak lain tidak dapat menggunakan

merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat

eksklusif Apabila perjanjian dibuat eksklusif, hal itu berarti membatasi

hak pemilik merek untuk menggunakan hak mereknya dan memberikan

lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Hal ini tentunya bertentatrgan dengan

prinsip exclusivisme yang terkandung pada hak mere( yang pada dasamya

memberikan hak khusus kepada pemilik merek untuk mengggunakannya

pada barang dan atau jasa, serta hak untr.rk memberikan ijin pada orang lain

untuk menggunakannya.

Apabila dilihat dari segi ekonomis, perjanjian liseusi yang bersifat zoz

exclusiye lebih menguntungkan pemilik merek karena pemilik merek masih

berhak menggunakan hak mereknya dan ia masih berhak pula memberikan

lisensi pada pihak ketiga lainnya. Penggunaan merck olehnya, akan menambah

jumlah penghasilannya, sedangkan jika ia memberikan lisensi pada pihak

ketiga lainnya, royalty yang aken diterimanya akan semakin banyak.

Sesuai dengan rumusan Pasal45 LJIJM, penerima lisensijika ditentukan

para pihak dalam perjanjian bisa memberikan lisensi lebih lanjut kepada

pihak ketiga. Ketentuan ini membuka ruang bagi peoerima lisensi, untuk

memberikan sub /i cercee keptda pihakketrga, Sub licensee yang dibuat oleh

penerima lisensi tersebut dapat menambah penghrqilaa bagi pemberi lisensi

dan penerima lisensi, karena royalty yang dibayar oleh penerima su b licensee

akan dibayarkan baik pada pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Suatu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi

merek tersebut yakni merek yang bersangkutan hanrslah terdaftar secara

sah pada Kantor Merek. Ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak dapat

dilisensikan. Ini merupakan kousekuensi dari stelsel konstit'.rtif yang dianut

oleh UUM. Hak atas merek jasa terdaftar yang csra pemberian jasa dan

hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi

pemberi jasa yang bersangkutan dapat juga dilisensikan dengan syarat ada

jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya.

Hal lain yang perlu dicermati bahwa dalam hal lisensi merek,

undang-undang merek tidak mengakomodasi tentang adanya lisensi wajib

(compulsory license). Tiadanya pengaturan lisensi wajib tersebut didasarkan

atas suatu alasan bahwa barang siapa yang memiliki suatu merek harus

361

(

(

I

I

I

I

I



menghasilkan barang atau jasa. Jika ada orang yang memiliki merek tetapi

tidak menghas ilkan barang selama tiga tahun berturut-hrrut atau lebih sejak

tanggal Pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka merek yang bersangkutan

dapat dihaPuskan oleh Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI dari Da0ar

I I Yahya Harahap, fiz.rb,/az Merek Secara lJnum don Hukum Merck di Indonesia

Beriasarlran lJlJ No 19 Tahun

12 Rahmi Jcnc4 OP. Cit.' hal' 60

Umum Merek.

Persoalantentangtidakdimungkin}.annyalisensiwajibitusendirijuga

dianu dalam pasal 2l TRIPs yang menyatakan:-"'- -- 
Memberc may determine conditiorc on the licensing and assignment

oii*d"^orl, il being understood thot the compulsory licensing of

ioaioii tnoU 
"ot 

ie permitted and that the owner of registercd'iii"^ort 
shall have rhe right to assrgn hls trademark with or

'*iiiut 
*" tr*tfn of the business lo which lhe tademark belongs'

Atas dasar ketentuan ya[g tercantum dalam Pasal 2l TNPs tersebut'

persyaratan lisensi merek, setiap negfia anggota dapat menetapkannya dalam

peranran perundangannya masing-roasing'

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) IJUM lahimya hubungan hukum

para pihak dalam perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian'

perjanjian tersebut tunduk sepenuhnya pada hukum perjanjian yang terdapat

dalarrKitabUndang-undangHukumPerdata,khususnyapasal1320B.W.

tentang syarat-syarat sahnya pedanjiar' Demikian juga pasal-pasal lainnya

tentang perjanjian akan menjadi sumber bagi pembuatan dan pelaksanaan

perjanjian

Mengenai bentuknya, dalam UUM tidak disebutkan apakah dituangkan

dalam bentuk akta otentik atau tidak' Menurut Yahya Harahaprr' karena

hubungan hukum yang timbul karena pedanjian lisensi demikian penting'

maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris)'

Pendapat senada juga disampaikan oleh Rami Jened't'z bahwa untuk dapat

melisensikansuatumerekharusdiadakansuatuperjanjiandalambentukakta

otentilq yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (lazimnya

dibuatdalambentukaktanotaris).ApayangdikatakanolehYahyaHarahap

Law Review Volume X No. 3 - M et2011

tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Rancangan Keputusan

Presiden RI (R Keppres) tentang Lisensi Merek yang di dalam Pasal 3 ayat

(2) mengamanatkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dalam benhrk

aka obntik (notaris). Sedangkan di negara-negara common law umunnya

perjanjian lisensi itu dibuat oleh soficilor (pcngacara).13

Dalam Pasal 4 R Kepprcs tersebut dijelaskan mengenai beberapa

hal yang harus dimuat dalam suatu perjanjian lisensi yakni :

1. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;

2. Merek dan Nomor Pendaftaramya ; dan

3. Ketentuan mengenai :

a. jangka wa.ktu pe{anjian lisensi;

b. ilapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;

c. p€nggunaan mereknya untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau

jasa yang termasuk dalam satu kelas;

d. jumlah royalti dan tata cara pembayarannya;

e. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut

kepada pihak ketiga;

f. kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan

pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan;

g. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi.

Sementara menurut Rshmi Jenedt' perjanjian lisensi sekurang-

kurangnva harus memuat hal-hal sebagai bedkut :

l. Nama dan alamat lengkap para pihak;

2. Merek dan nomor pendaftarannya dari merek yang menjadi obyek

perjanjian;

3. Ketentuan-ketentuan hal-hal sebagai berikut :

a. Jangka waktu perjanjian lisensi, yang mencakup berapa lama dan

dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;

13 Sudarga Gautama dall Rizawanlo Winata, Hinpunan Yurisprudensi Indonesia Yang

Peating Uatulc Pralaek Sehari-hari, (BandtnE: Citra Aditya Bakti, 1992), hd. 40
14 Rahrti Jcned., Op.Cil, hal.606l

S iko: Sifat Dan Manfaat anJ ian Lisensi Merck Terkenal

.1992, ( Bandung: Cita Aditya Bakti, 1996)'hal' 537
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Agung Sujatrniko: Sifat Dan Manfaat Perjanj ian Lisensi Merek Tcrkenal

b. Penggunaan merek yang diberikan lisensi untuk seluruh atau sebagian;

c. Apakah boleh diadakan sub licensee yaitu suatu lisensi yang diberikan

kepada pihak ketiga oleh penerima lisensi;

d. Pemberi lisensi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap mutu barang dan jasa yang diproduksi dengan merek yang

dilisensikan;

e. Jangkauan berlakunya lisensi, yang mencakup wilayah tertentu atau

seluruh wilayah RI;

f. Pada prinsipnya pemilik dapat diperbolehkan untuk memakai sendiri

atau melisensikan lagi mereknya kepada pihak ketig4 kecuali dalam

perjanjian lisensi yang bersangkutan diatu secara tegas larangan itu;

g. Penentuan royalty dan cara pembayaran, umumnya ditentukan berapa

persen dari omzet bruto;

h. Tidak boleh berrentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

John Shijian Mo'5 menyatakan sebagai berikut:

These are number ofcommon terms or issues a licensing agreement

should coven These include the idenlity of licensor and licensee, a

suficient desciption of the liecensed ight, the scope of the ight
granted ,o the ticensee, exclusivily or non exclusivily, whether it is
a sole licensee, lhe duration of the liecense, quality control of the

liecewed product or services, quantity reslriction (ifany), tttyalties,

the right of the liecensee to use the licensed ight or lechnologt
or informalion after the terminalion of the licensing agreemenl,

a confidentiality clause, acces of both parties lo the technologl
imprcvement of the licensed right, breach ol contract, remedies,

governing law, an arbitration clause or choice offor, :n clatse (if
applicable).

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal prinsip yang harus

dimasukkan dalam perjanjian lisensi merek yakni :

l. Perjanjian lisensi merek bukan merupakan pengalihan hak atas merek,

melainkan hanya merupakan ijin pemakaian hak merek yang diberikan

pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

15 John Shijian Mo, /atemotional Commerciar rat , ( Australis: L€xis Naxis

Butterworths, 2003), hal. 200
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2. Perjanjian lisensi merek hanya berlaku bagi merek terdsftar, sementara

merek yang belum atau tidak terdaftar, tidak dapat menjadi obyek

pedanjian lisensi.

3. Perjanjian lisensi merek wajib dituangkan dalam benhrk akta perjanjian

lisensi hak merek (aka otentik).

4. Perjanjian lisensi dilarang memuat klausula baik yang lan$,ng maupun

tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat

kemampua.n bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan

teknologi pada umumnya.

5. Perjanjian lisensi merek wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Ada beberapa keuntungan dan kerugian yang didapat masing-masing

pihak berkaitan dengan perjanjian lisensi, yakni :

Keuntungan Bagi Pemberi Lisensi :

l. Membantu pemilik merek yang tidak sempat memproduksi barang dan

atau jasa dengan mempercayakan pada penerima lisensi.

2. Memungkinkan pemilik merek mempertahankan hak atas kepemilikan

mereknya.

3. Membantu pemilik merek mengkomersialisasi hak mereknya kedalam

pasar-pasar baru secara efektifdan dengan kemudahan yang lebih bcsar.

4. Membantu pemilik merek mendapatkan akses ke pasar-pasar baru yang

sebelumnya tidak dapat diakses.

5. Menjadi sarana bagi pemilik merek untuk mengubah kompetitor atau

pclanggar hak mereknya menjadi parher.

Keuntungan bagi penerima lisensi :

L Perusahaan sebagai penerima lisensi dapat mencapai akses pasar lebih

lebih cepat, karena merek yang bersangkutan telah dikenal luas oleh

masyarakat.

2. Perusahaan yang tidak memiliki sumber daya unhrk melakr*an riset

s€ndiri, memperoleh akses pada kemajuan-kemajuan teknis yang

diperlukan untuk menyediakan produk-produk baru atau yang lebih

unggul.
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Agung Sujatmiko: Sifat Dan Manfaat Pcrjanjian Lisensi Mcrck Terkenal

Kerugian bagi pemberi lisensi :

l. Pemberi lisensi kadang-kadang dapat menghasilkan keuntungan investasi

yang lebih besar dari pada menjalankan melalui perjanjian lisensi-

2. Penerima lisensi dapat menjadi pesaing dari pemberi lisensi terutamajika

diberikan hak untuk beroperasi dalam wilayah yang sama'

3. Pemberi lisensi dapat menjadi berganhrng pada keahliarq kemampuan dan

sumber daya dari pencrima lisensi untuk menghasilkan keuntungan.

Kenrgian bagi penerima lisensi :

Penerima lisensi menjadi terlalu bergantung pada teknologi milik pemberi

liseirsi, sehingga dapat menghambat terhadap ekspansi masa depan

mcreka.

3. Mrnfsst PerlrnJlen Llrensl Merek

Menurut Pasal I angka 13 UUM lisensi adalah izin yang diberikan

oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian

oerdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan

rnerek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa

yang didaftarkan tlalam janglo waktu dan syarat tertentu.

Dalam Black's Law Dictionaryr6, lisensi diartikan sebagai berikut :

a personal privelege to da some parliclllar act or series of acts

on land without possessing any eslale or interest tehrein, and is

ordinarily revocable at lhe will of the licensor and is not assignable.

The permission by competent aulhorily lo do an act vrhich' wilhout

such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise not

atlowable. Certificate or lhe doatment itself which gives permission'

Leave to do thing which licensor could prevenl. Permission to do

a particular lhing, to exercise a certain privelege or lo carry on a

particular business or to pursue a certain occlpation.

Menurut Gunawan Widjayar? lisensi adalah suatu bentuk hak untuk

melakukan satu atau serangkaian tindakan atau pertuatan, yang diberikan

oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut,

16 H€nry Campbcll Bl,Lck Blact Law Dictionary' ( St. Pa8ul MiDi: Wcst Publishirg Co.'

l99l), h8l. 634

l? Gunawsn Widjaya,Ituetur, (Jrkstts: RajaGra6ndo Persad4 2001), ltal. 3
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maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang t€rlaxang,

yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut menurut Gunawan WidajayarE melalui lisensi pengusaha

memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk tersebut yang

akan dijual. Izin untuk membuat produk tersebut bukan diberikan cuma-cuma.

Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanyajuga meliputi hak

untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi

izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalty. Besamya royalty

ini selalu dikai&an dengan banyaknya atau besamya jumlah produk yang

dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kuun waktu tertentu.

Betsy Ann Toffier dan Jane Imberre memberikan difinisi lisensi

sebagaiberikut:
Contractual agreement behueen two business entilies in which
licensor permits the licensee to use a brand name, patenl or other
propietary right, in exchange for afee or rcyaky.
Licensing enables the licensor to profit rton fie skills, elcspansion

capital, or other capacity ofthe licensee.

Licensing is ofter used by manufaClures lo e er lorcign markets in
which they have no *perlise-
The licensee benefils from the name recognilion and crcarivity of the
licensor

Menurut John Shijian Mo'?o lisensi adalah " a contractual arrangement

pursuant to which a party, commonly known as licensor, grants unto another

party, the licensee, the right lo use the licensorb patents, lotow-how and/

or trademarks in connection with lhe manufacturing and/or distribution of
cerlain product".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam

perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tedulis) dari

pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus merupakan

bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk

t8 lbid.
t 9 Betsy Arm Toffier dan Jarc Imber, Dicrio nary of Markeuing Tern$, (New York :

Banons Educational Series, Inc, 1994), dikutip dalam Gunawaa Widjaya, Ibid. hal. 9
20 John Shijian Mo,Op.Cit.,hal. 193
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Aeung Suj strniko: Sifat Dan Manfaat Perj an Lis€nsi MerekTerkenal

menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan

lotelektual)."

Ada banyak pertimbangan yang dipakai unhrk pembuatan perjanjian

lisensi. Pertimbangan itu adalah: 2

l. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak

lqngsuog. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan

huhrm) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun

knerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan

mengoptimumkan pengembangan usahanya;

2. Liseosi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;

3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar

yang semula bera& diluar pangsa pasar pemberi lisensi;

4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri

padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui

teknologi yang dilisensikan.

5. Melalui lisensi, penyebaran produkjuga menjadi lebih mudah dan terfokus

pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk

tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk

paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer,

suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah dikenal

masyarakat.

6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengruangi tingkat

kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.

7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat

melakukan tade off (atau barter) teknologi. Ini berati para pihak

mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk

memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal inipun sesungguhnya

sangat rentan terhadap ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek

monopoli. Hal ini juga melibatkan mekanisme lisensi palsa.

8. Lisensi memberikan keuntungan dalam benhrk nama besar dan goodwill

2l Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 9

22 Nicotas S. Cikkas 
' 
I temational Licer$iig ol Intellectual PruWrty: The Promise and

'Ihe Peril, diktttip dalam Gunawan Widjaya, lbid., hal. 15

dari pemberi lisensi lisensi. Dalam hal demikian pihak penerima lisensi

tidak memerlukan biaya yang besar untuk melalqrkan promosi atas

kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi

biaya advertensi dan promosi dengan menumpang pada nama besar dan

goodtill pemberi lisensi.

9. Pernberian lisensi memrmgkinkan pemberi lisensi unhrk eampai pada

batas t€rtentu melakukan konhol atas pengelolaan kegiatan usaha yang

dilisensikan tanpa harus melakukan biaya yang besar.

Sementara menurut James Bames dan Terry Morehead Dworkin2s

keuntungan yang bisa diambil dari perjanjian lisensi a&lah :

1. Pemilik hak merek dapat dengan mudah memperluas jaringan

distribusi baik secara nasional, regional, dan global;

2. Penerima lisensi telah mengenal bahasa dan budaya lokal dalam

promosi dan pemasaran barang dan atau jasa sehingga akan sangat

membantu;

3. Penerima lisensi telah memahami hukum lokal dan perpajakan;

4. Pemilik hak merck terbantu dalam hal kebutuhan supervisi jarak

jauh atas distribusi dan pemasaran;

5. Bagi purerima lisensi, biaya produksi lebih murah karena alasan

biaya impor bahan baku, dapat menggunakan tenaga kerja lokal yang

lebih murah, sehingga barang yang dihasilkan bisa lebih murah;

6. Pemberi lisensi memperoleh royalty dari penerima rlisensi tanpa

mengeluarkan biaya;

7. Dengan adanya perjanjian lisensi akan terhindar dari tarif impor ke

negara pemberi lisensi.

Beberapa pertimbangan mengenai perjanjian lisensi tersebut tidak

terlepas dfii adanya strategis bisnis yang akan dicapai. Menurut Insan Budi

Maulana2' shategis bisnis merupakan pola atau rencana yang terpadu baik

berupa kebijakan yang dilakukan terus menerus di bidang bisnis.
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23 Yahya Harahsp, Op. Cit., hal. 530-531
24 Insan Budi Muslan& Sul(I,er Bisnit ttelalui Mereh Paten dan Hak Cipta (Band'log I

Cits Aditya Bhakti, 197), hal.9l
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Agung Sujatmiko: Sifat Dan Manfaat Pcrjanjiar Lisensi Merek Terlcnal

Lebih jauh menurut Insan Budi Maulana25 maksud dan tujuan strategi

bisnis ada tiga macam yakni :

Pertama, tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, pemasaran

dan mengatasi persaingan tetapi selalu mengaitkan dengan moek

&gang dan nama dagangnya.

Kedua, mencegah kompetitor curang.

Ketigq menguasai pasar.

25 lbid.
26 Gunawan Widyaya, Op.Cit., h8l. 17

Law Review llolume X No. 3 - Matet 20ll

yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu anwa lain jika

merek yang dilisensikan tersebut temyata merek terkenal dan dikenal dengan

reputasi baik oleh konsumen, maka penerima lisensi akan dapat melaksanakan

usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas dasar itu ia tidak

perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat. Dalam konteks

ini pemasaran terhadap barang atau jasa yang dihasilkan akan berlangsung

dengan mulus dan lancar. Ini mengingat karena pada umumnya masyarakat

masih menyukai pada merek merek yang selama ini telah dikenal (merek

terkenal) karena umunnya merek-merek itu memiliki reputasi dan kualitas

yang baik.

Keuntungan lainnya, penerima lisensi tidak perlu repot mernbuat dan

mendaftartan merek untt* produk barang atau jasanya yang memerlukan

waktu, tenaga dan biaya. Dalam hal ini ia hanya berkewajiban mendaftarkan

pedanjian lisensinye pada Kantor Merek saja.

Sedangkan bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi, keunhrngan

yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi ialah meteknya dijamin dipakai

oleh. penerima lisensi secara aman dan legal sehingga secara langsung ini

mempakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan

negara kepada mereknya.

Keuntungan lain ialah pemilik merek akan memperoleh pembayaran

royalti dari penerima lisensi yang besamya ditetapkan berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang

atau jasa ia akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak

mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya, karena ia

masih dapat memakai merek miliknya untuk memproduksi barang atau jasa .

Disamping itr,r dengur adanya perjanjian lisensi pemilik merek akan

terhindar dari adanya penghapusan merek miliknya dari Daffar Umum Merek

jika seamdainya ia tidak menggunakan merekmiliknya selama 3 tahun berturut-

turut sejak pemakaian terakhir atau sejak pendaftaran oleh Kantor Merek. Ini

disebabkan karena pemakaian merek oleh penerima lisensi dianggap sama

dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

3't I

Dilihat dari sifahya lisensi dibedakan menjadi dua macam, yakni

lisersi umum dan lisensi paksa atau lisensi wajib (compulsory licensee).

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara

luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi

lisensi dan penerima lisensi.26

Untuk melakukan perjanjian lisensi, harus dilakukan suatu

permohonan yang dilakukan oleh calon penerima lisensi (icensee) kepada

pemilik merek selaku pemberi lisensi (/icezsor). Permohonan tersebut dapat

disrtiksn sebagai upaya permofusnan izin dat'i calon penerima lisensi untuk

menggunakan merek tersebut. Jika kemudian tercapai kesepakan dalam

bentuk kontrak lisensi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dan sah bagi

penerima lisensi untuk memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan

merek pemberi lisensi.

Dengan adanya dasar yang kuat tersebut tidak saja memberikan suatu

jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai merek pemberi lisensi,

bagi pemilik merek merupakan suahr perlindungan sekaligus pengontrol

bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan

sepengetahuan darinya.

Oleh karena ihr dalam konteks seperti ini perjanjian lisensi tidak hanya

memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi

lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi dalam hal ini berupa pemakaian merek

milik pemberi lisensi secata aman dan legal dengan berbagai keuntungan
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Meskipun keuntungan ini dari aspek yuridis dapat diterima, namun

dari aspek filosofis tentang hakekat pemberian hak atas merek tidak dapat

dipertanggun&iawabkan. Karena Pada dasamya hak atas merek diberikan

kepada pihak-pihak yang membutuhkan merek tersebut pada produksi barang

dan atau jasanya. Sehingga akan sangat aneh jika pemilik hak atas merek

yang tidak menggunakan mereknya untuk produk barang dan atau jasanya,

kemudian melisensikan mereknya pada orang lain. Dalam hal yang demikian

ini dapat menumbuhkembangkan budaya "dagang merek" yang bertentangan

dengan prinsip bahwa orang yang mempunyai merek harus menghasilkan

barang dan atau jasa.

Keuntungan ini terkait erat dengan penghapusan merek terdaftar yang

dapat dilakukan oleh Kantor Direktorat Jenderal atau pihak ketigajika suatu

merek tidak digunakan oleh pemilik merek selama tiga tahun bertu-,tt-turut

sejak pendaftaran atau pemakain terakhir. Ini berarti ada kemungkinan suatu

merck yang tidak digunakan oleh pemiliknya hapus karena sebab di atas. Akan

tetapijika merek yang bersangkutan dilisensikan dengan alasan tersebut tidak

dapat dipakai sebagai dasar oleh Kantor Direktorat Jenderal HKI atau pihak

ketiga untuk mengajukan gugatan pcnghapusan p€ndafatam merck, karena

mereknya masih aktifdigunakan oleh penerima lisensi.

C, Kcsimpulan den Srrrn
l. Kesimpulan

Sifat perjanjian lisensi merek terkenal pada umumnya yailu non

exclusive artinyapemilik merek selaku pemberilisensi (licensor)masih berhak

menggunakan mereknya sendiri, dan berhak pula melisensikan pada pihak

ketiga lainnya. Dengan sifat itu, pemilik merek memperoleh keuntungan yang

besar, karena dapat melisensikan mereknya pada berbagai pihak. Keuntungan

lainnya, mereknya semakin terkenal, karena dilisensikan kepada banyak

pihak di berbagai negara. Sementara bagi penerima lisensi, keuntungan

yang diperoleh adalah dengan menggunakan merek terkenal milik pemilik

merek, akan dengan mudah untuk memenangkan persaingan dalam i;rerebut
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konsumen (pasar), mengingat persaingan itu semakin kompetitif. Itulah

manfaat yang didapat dari pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal,

2. Srrrn
Mengingat fungsi Keppres tentang Lisensi Merek belum ada" maka

untuk menunjang pelaksanaan perjanjian lisensi merek, sudah saatnya

Keppres temebut perlu segera dibuat dan diberlakukan. Hal ini karena

pencatatan perjanjian lisensi dapat membrikan sumbangan pendapatrn

bagi negara. Disamping itu juga merupakan sarana kontrol dan pengawasan,

sehingga perjanjian lisensi yang terjadi dapat meningkatkan pertunbuhan

perekonomian n€gara dan tidak menghambat kemampuan bangsa dalam

menguasai dan mengembangkan teknologi.
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DELIK BIASAVS DELIKADUAI\I DALAM UNDAI\G.

T'NDAI\IG HAK CIPTA KAJIAN YURIDIS DAN PRAGMATIS

Henry Sulistlo Budl
Krltor Sclqdrrtrt wlkll PEddGE RI

hcnk_sb@yahoo.co.id

Abrtrccl
Under the subject of Intellectual Pruperty Rights (IPR), copyright is
concepually a privale righl. The IPR rcgine and its legal system, except
copyright, introduce a system called crime by acc'usation (delik aduan). For
copyright system, on lhe other larrd, the law applies a common ofrense system
(delik biasa)- In ils implementation, lhe system is deemed so excessive that
it is nol in favour of copyright holders. The govemmenl is now considering
amending the existifig Copyright Law Number 19 of 2002 which would
harmonEe the criminal syslem '$,ith patent, trademark and other hcets of
IPR law. It should be noled that the prevailing law allows police to directly
take legal action to confront illegal practices ofcopying, distributing, selling
and imporling piroted products. The system is also open to any party to
participate in making tcports relaled to suspected coryright infringement-
By this mechanbm, the system really has a power ot a strong drivingforce lo
prctecl copyright works. Undoubtedly, there is no single rule in determining
the best and most efective system to combal piracy. Il is cerlainly up to
the national policy to decide after considering all relevanl aspects, bolh
theorelical and pragmatic approaches. As a lool of social engineering, the
law is characterized as hoving a strategic role in realizing a well respected
society. It is expecled lhal Coryright Lar, reould crcale a conducive climate

for the society to be more creative and productive. At the same time, il would
also establish a strong legal cuhure, especially to ,espect others'righls and
interesls. In a diverse territory like Indonesia, classic ptoblems such as the
weahress of legal und*standing and the lack of awareness among society
resuk in wide-spread piracy practices. In this situation, there is no reason
to change the ciminal system into crime by accusation. A pros and cons
assessmenl has been sludied, not only in the optic of lheory, bul also on its
realities and policy aspecls. This article concludes lhat il is advisable not to
chonge the system due to lhe fact that no crttical nass juslifes such proposal.

Keywords: copyrighl hw, common otlense system, occusation
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